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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
DAN PELAPORAN KEUANGAN
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Menteri Ketenagakerjaan sebagai pengguna
anggaran/barang di kementerian mempunyai tugas
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan

Pelaporan Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat > 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4786);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2006
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5333);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri  di



Menetapkan
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Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN
KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi
pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk
menciptakan kelancaran dalam pelaporan keuangan di

kementerian.

Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. kebijakan umum akuntansi dan pelaporan keuangan;
b kebijakan akuntansi pendapatan;
c. kebijakan akuntansi beban dan belanja;
d. kebijakan akuntansi aset; dan
e kebijakan akuntansi kewajiban.

Pasal 3
Pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan
di kementerian ketenagakerjaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANS] BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN
KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri
Ketenagakerjaan sebagai pengguna anggaran/barang di kementerian
mempunyai tigas menyusun dan menyanipaikan laporan
kenanganKementerian Negara/Lembaga yang dipimpiniya. Dalam
pelaksanaan amanat tersebut diperlukan sebuah pedoman untuk
keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan  keuangan  di
Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Talnin
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi acnan yang
digunakan dalam penyusunan pedoman akuntansi dan pélaporan. Oleh
karena itu pedoman tersebut perlu ditetapkan melalni Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan.

Selain pengungkapan basis akuntansl dan kebijakan akuntansi vang
diterapkan akan membanta pembaca untuk dapat menghindari
kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintali Posat
diamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun
petunjuk teknis akumntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga
masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Pusat
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Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan
dimaksudkan agar laporanl keuangan tersebut dapat -dimengert.
Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian vyang tidak
terpisabkan dari laporan keuangan dan Derfuingsi untik membantu
seluruh pemiangku kepenfingan dalam memahami substansi laporan
keunangan. Dalam tataran praktis, perlakuan akuntansi yang tidak tepat
atat salah digunakan atas suatu komponen laporan keuangan (Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan atas Laperan Keuangan) seringkali menimbulkan
salah tafsirfmissinterpretation). Penetapan kebijakan akuntansi tersebuit
dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam
setiap transaksi di seluruh satuan kerja baik di satuan kerja kanter pusat
Kementerian Ketenagakerjaan maupun di masing-masing satuan kerja
perangkat daerah.

Secara umum laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi
mengenai posisi keuangan dan sclurith transaksi yang dilakukan susatu
entitas pelaperan vang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dan mengevaluasi keputusan mengenal alokasi sumber daya. Dalam
rangka memberikan pedonian pelaksanaan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan satuan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan perlu

disusun kebijakan akuntarisi dan pelaporan kenangan.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud
Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di
KementerianKetenagakerjaan  dimaksudkan  sebagai acuan  hagi
pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan serta untuk menciptakan
kelancaran dalam pelaporan keuangan di Kementerian,

2. Tujuan
Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di
Kementeriann Ketenagakerjaan  bertujuan untuk meningkatkan

kualitasLaporan Keuangan KementerianKetenagakerjaan.
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3. Sasaran

Sasaran]l penetapan Pedonian Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan

Keuangan di Kementerian Ketenagakerjaan adalah:

a) Memberikan pedoman Dagi entitas akuntansi dan pelaporan
pada Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan
keuangan dalam rangka mieningkatkan keterbandingan laperan
keuangan baik antar periode maupun antar entitas;

b) Memberikan pedonian dalam pelaksanaan prosedur dan sistem
akvuntansi dalam rangka konsolidasi laperan keuangan lingkup
Kementrian ketenagakerjaan;

¢) Keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan di

Kementerian Ketenagakerjaan.

C. Pengertian

1. Laperan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas
pelaksanaan APBN beruipa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
arus kas; laperan operasioinial, laperan perubahan ekuitas; laporan
perubahan salde anggaran lebih, dan catatan ataslaporan keuangan.

2. Neraca adalahkomponen laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan suatu entitas pelaperan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional vang sélanjutnya disingkat LO adalah laporan
vang menyajikan khtisar sumber daya ckenomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerall untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu
periode pelaporan.

4. Laporan Realisasi Anggaran wvang selanjuinya disingkat LRA
adalahlaporan keuangan vang menvediakan informasi mengenai
realisasi pendapdatan-LRA, belanja fransfer, surplus/defisit-LRA, dan
pempiayaan dari suaiun  entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi
para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengernai
dlokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan

entitas pelaporan terhadap anggaran.
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Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Catatan dafas Laporan Keuangan yang selanjutiiya disingkat CaLld
adalah koniponen laporan keuangan vang meliputi penjelasan, daftar
rincian dan/atau analisis: atas laperan keuangan dan pos-pos yang
disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE.

. Pendapatan LRA adalah seniua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara atau Bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerinitah.
Pendapatan IO adalah hak pemerintaly yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perhu dibayar kembali.

Pendapatan Bukan Pajak-1.O adalah hak pemerintah yang tidak berasal
dari perpajakan sesuai dengan ketentuan perdaturan perundang -
undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalani periode talnun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Belanja adalah semtia pengehiaran olelh Bendahara Pengeluaran/Kas
Umum Negara yang mengurangl ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran  Dbersangkutan yang fidak akan  diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban adalah pennrunan manfaat ekonomi atan peotensi jasa termasuk
potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat
transaksi tersebuit dalam periode pelaporan yang berdampak pada
penuranan ekuitas, baik berupa pengeluaran, keonsumsi aset atau
timbulnya kewajiban,

Aset adalah adalalh sumber daya ekonomi vang dikuasal dan/atan
dimiliki oleh pemerintali sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat
diukor dalam satuan nang, termasnk sumber daya non keuangan vang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi miasyarakat umum dan sumber-

sumber dava vang dipelihara karena alasan sejaral dan budaya.
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Karakteristik esensial kewajiban adalah baliwa pemerintali mempunyai
kewajiban masa Kini yang dalam penyelesalannya mengakibatkan
pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Ekuitas dana adalah jumilah kekayaan bersih yang mierupakan selisih
antara jumlah aset dan jumlah kewajiban.

Kesalahan adalah kesalalhian yang terjadi baik pada periode berjalan
niaupun pada periode akuntansi sebelumrya yang signifikan sehingga
niemipengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

Laporan kenangan konsolidasian adalah suatu laperan keuangan yang
nierupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih enttas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Bntitas Akunfansi adalah  unit akuntansi kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Piutang adalah uang yang menjadi hak pemerintah atan kewajiban
pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyeralian wang, barang
dan/atau jasa dan/atau oleh pemerintah atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan
pemerinfah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan
hibah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintaly
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

2016, No. 490
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22.Beban  adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul
akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak
pada penurunan ekuitas, baik berupa péengeluaran, komsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

28. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan dan tidak akan dipercleh pembayarannya kembali oleh

pemerintaly.

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliprit:
1. KebijakanUmum Akuntansi dan Pelaporan Keuangain;
2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
8. Kebijakan Akuntarnsibeban dan Belanja;
4. Kebijakan Akuntansi Aset;
5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.
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BABII
KEBIJAKAN UMUM
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Latar Belakang
1. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian IKetenagakerjaan bertujuan untuk

nienyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

hasil operasi, dan perubahan ekuitas Kementerian Ketenagakerjaan

sebagai entitas pelaporan, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan

anggaran dan menyajikan informiasi vang bermianfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai

alokasi sumber daya.

Agar laporan keuangan Kementerian [Ketenagakerjaan dapat

menunjukkan akuntabilitas, maka penyajian informasi antara lain

nieliputi:

a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan eknitas pemerintaly

b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah;

c. Sumber, alokasi, dan perniggunaan sumber daya ekonomi;

d: Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

e. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan menienuhi
kebutuhan kasnyza;

f. Potensi pemerintah untuk membiayal penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

g. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan enftitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
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Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

Pihak yang Dbertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
laporan keuangan adalah pimpinan enfitas baik entitas akuntansi
miaupun entitas pelaporan di lingkungan Kemnterian Ketenagakerjaan.
Entitas Akuntansi adalah seluruh satuan kerja Kuasa Pengguna
Anggaran penerima DIPA sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran, Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Penggiina
Anggaran Tingkat Wilayah, dan Unit Eselon 1 Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai Unit Pembantu Pengguna Anggararm Tingkat
Bselon 1, Unit Pelaporan adalah Kementerian Ketenagakerjaan u.p
Sekretariat Jenderal.

Kompenen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah yang lengkap terdiri dari:

a) Neraca,

b) Laporan Operasional (1LO);

c] Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

d) Laperan Perubahan Ekuitas (LPE);

e) Catatan atas Laporan Kenangan (Call).

Bahasa Laporan Keuangan

Laporan kenangan harnas disusun dalam Bahasa Indonesia. Jika
laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari Bahasa
Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus
memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal pesisi dan cakupan
periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut
harus diterbitkan dalam waktu yang sama dengan laporan keuangan

dalam Bahasa Indonesia.
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5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, Penyajian
neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari
riipiali  harus dijabarkan dalam mata uang rupiali  dengan
menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana
dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata
uang asing tersebut dibeli dengan rupiah,maka transaksi dalam mata
uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs
travisaksiyaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk mempereleh
valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang
asing yang digunakan untuk Dertransaksi dan miata uang asing
tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

a) Transaksi mafra uang asing ke mata tiang asing lainnya dijabarkan
dengan menggunakan kurs transaksi;

b) Transaksi dalam mata wang asing lainuya tersebut dicatat dalam
ripiah  berdasarkan kurs fengah bank sentral pada tanggal
transalksi.

Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan

transaksi dalam mata uang asing dinilai déengan menggunakan kurs

sesnai dengan ketentuan vang diatar dalam PSAP, IPSAP dan Buletin

Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang

miengatur tentang transaksi dalam mata uang asing,

6. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan

perubahan ekuitas disertai pengungkapan vang diharoskan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku: Aset disajikan berdasarkan
karakteristiknya menurut urdtan likuiditas, sedangkan kewajiban

disajikasi menurat arutan jatuh temponya.
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Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban vang
dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional
entitas dan kegiatan yang bukan merapakan tugas dan fungsinya.
Catatan afas laporan kedangan harus disgjikan secara sistematis
dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam
catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca,
laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas,
laperan perubahan SAL, dan laperan perubahan ekuitas yang sifatnya
miemberikan  penjelasan,baik yang Dbersifat kualitatif —maupun
kuantitatif, termasuk komitmen dan Xontinjensi serta transaksi-
transaksi lainnya.
Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tdak diperkenankan
menggunakan ukuran kualitatil seperti “sebagian besar” untuk
menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyvatakan
dalam junilah nominal atau persentase.
Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perubahan estimasi akuntansi.
Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan
kondisi vang mendasarinva. Selain itogjuga wajib dinngkapkan
pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode
berjalan maupun pada periode-periode berikutnya,
Pengaruh atan dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan
dalam LO pada periode perubahan dan pericde selanjutnya sesuai
sifat perubahan. Contohnya perubahan estimasi masa manfaat aset
tetap berpengaruh pada LO tallun perubahan dan taliun-taliun
selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh
perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-talnin
selanjutnyva dinngkapkan di dalam CalLK.
b. Perubahan kebijakan akuantansi.
Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila penerapan $suatu
kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan
perundangan atau SAP yang berlaku atau diperkirakan bahwa
perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau

transaksi yang lebili sesuai dalam laporan keuangai.
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c. Kesalahan mendasar.
Koreksi kesalahan miendasar -dilakukan retrospektif dengan
melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan
melaporkan danipaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
7. Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa
dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metede akuntansi yang lain:
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan svarat bahwa
nictode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih
baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan
metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangarn.
Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan kenangan antar
periode haruskonsisten, kecuali:
a) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas
pemerintalian; atau
b} perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
Apabila penyajian atau Kklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangarn
dittbah, maka penyvajian periode sebelumnya tidak perla direklasifikasi
tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalan CaLK.
8. Materialitas dan Agregasi
Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos-
pos vang jumlahnya material disajikan tersenditi dalam laporan
keuangan.Sedangkan, pos-pos vang jumlahnya tidak material dapat
digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fangsi yang sejenis.
Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan
atan  kesalalian dalam pencatatan informasi tersebuf dapat
mempengarihi keputusan yang diambil.
9. Periode Laporan Keuangan dan Laporan Interim
Laporan keuangan wajib disusun dan disampaikan kepada nnit vertikal
sesiai dengan periode yang telah ditetapkan dalam peraturan dan
ketentuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pusat yang berlaku.
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Informasi Komparatif

Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif
dengan periode yang sama pada tahun sebelummnya. Khusus Neraca
interim,disajikansecarakomparatifdengan neraca akhir talhiuin
sebelumnya. Laporan operasional interim dan laporan realisasi
anggaran interimt disajikan mencakup periede sejak awal tahun
anggaran sampai dengan akhirperiode interim yvang dilaporkan.
Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif’ dari laporan
keuarigan periode sebelummnya wajib diungkapkan kembali apabila

relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keunangan untuk tujuan amum terdiri dari:

1.

2.

3.

Neraea

Neraca merupakan komponen laperan keuangan yvang menggambarkan
posisi kenangan suatu entitas pelaperan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
inforinasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja ,transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekononii,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran:
Laporan Operasional (LO);

LO mnrerupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping
melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi
keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa vang

nierupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
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4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
LPE merupakan komponen laporan keuangan vang menyajikan
sckurang-kurangnya pos-pos eckuitas awal, surplus/defisit-LO pada
periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
mienambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

S. Catatan atas Laperan Keuangan (CalK).
CalK merupakan komponen laporan keuangan yang meliptiti
penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan
pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca; LO, dan LPE. Termasuk
pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan
dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemcérintahan (SAP) serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya vang diperlukan untuk penyajian
wajar laporan keuangan, sepert keéwajiban kontinjensi dan/atau

komitmen-komitmen lainnya.

C. Penyésuaian Akrual Laporan Keuangan

PENYLSUAIAN PERIODE PENYESUAIAN
Kas di Bendaliara Pengeluaran Semesteran
Kas Lainnya di Semesteran
BendaharaPengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan Semesteran
 Kas Lainnya di Bendahara Semesterarn
Penerimaan
Pendapatan yang Masih Harus Semesteran
Diterima
Belanja Dibayar Dimuka Semesteran
Pendapatan Diterima Dimuka Semesteran
Belanja yang Masih Harus Dibayar Semesteran
Penyisilian Pintang Tak Tertagih Semesteran
Uang Muka Belanja Semesteran
Koreksi Antar Beban Semesteran
 Koreksi Beban-Aset Semesteran
Reklasitikasi Aset Tahunan
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D. Bagan Akun Standar Yang Digunakan Kementerian Tenaga Kerja

Ne | Akun Uraian
1 | 423122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
2 423129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
3 423141 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
4 | 423142 | Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin
5 | 423149 | Pendapatan dari Penianfaatan BMN Lainnya
6 | 423214 | Pendapatan Hak dan Perijinan
7 1423214 | Pengembalian Pendapatan Hak dan Perijinan
Pendapatan JasaTenaga, Pekerjaan, Informasi,
423216 | Pelatihan dan Tekiiologi Sesuai
423221 | Pendapatan Jasa Lembaga Kenangan (Jasa Giro)
10 | 423291 | Pendapatan Jasa Lainnya
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
11 | 423752 | Pekerjaan Pemerintal
12 | 423922 | Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran
13 | 423951 | Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran
14 | 423952 | Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Modal TahunAnggaran
15 | 423953 | Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban
16 | 423954 | Utang Tahun Anggaran
Penleriniaan Kenibali Belanja Hibah Tahun Anggaran
17 | 423936 | Yang Lalu
Penerimiaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Talun
18 | 423937 | Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran
19 | 428958 | Yang Lalu
20 | 423991 | Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji
21 | 428999 | Pendapatan Anggaran Lain-ldin
22 | 491429 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya
28 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS
24 | 511111 | Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS
25 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS
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26 | 511119 | Peigembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

27 | 511121 | Beban Tunj. Suami/lstri PNS

28 | 511121 | Penigembalian Beban Tunj. Suami/Tstri PNS

26 | 511122 [ Behan Tunj. Anak PNS

30 | 511122 | Perigemnbalian Beban Tunj. Anak PNS

31 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS

32 | 511123 | Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS

33 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS

34 | 511124 | Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS

35 | 811125 | Beban Tunj. PPh PNS

36 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS

37 | 511126 | Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS

38 | 511129 | Beban Uang Makan PNS

No | Akun Uraian

3% | 511129 | Pengembalian Beban Uang Makan PNS

4¢ | 511134 | Beban Tunj. Kempensasi Kerja PNS

41 | 511138 | Beban Tunjangan Khusus Papua PNS
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam

42 | 511147 | dan LuarNegeri

43 | 511131 | Behan Tunjangan Umum PNS

44 | 511151 | Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS

45 | 612111 | Beban Uang Honor Tetap

46 | 512211 | Beban Uang Lembur

47 | 512211 | Pengembalian Beban Uang Lembur

48 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus,/ Kegiatan)
Pengembalian BehanPegawai (Tunjangan Khusus/

49 | 512411 | Kegiatan)

30 | 521111 | Behan Keperluan Perkantoran

51 | 521111 | Penigembalian Beban Keperluan Perkarntoran

32 | 521113 | Behan Penambal Daya TahanTubuh

53 | 521114 | Beban Pengiritnan Surat Dinas Pos Pusat

54 | 521115 | Behan Hener Operasional Satuankerja

55 | 521115 | Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja
Bebhan Barang Operasional Lainnya

36

521119
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57 | 521119 | Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya

58 | 521211 | Beban Bahan

59 | 521211 | Pengembalian Beban Bahan

60 | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan

61 | 521213 | Pengembalian Beban Hanor Cutput Kegiatan

62 | 521219 | Beban Barang Non Operasional Lainnya

68 | 521219 | Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya

64 | 522111 | Beban Langganan Listrik

65 | 522112 | Beban Langganan Telepon

66 | 522113 | Beban Langganan Air

67 | 522119 | Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

68 | 522121 | Beban Jasa Pos dan Gire

69 | 522131 | Beban Jasa Konsultan

70 | 522131 | Perigembalian Beban Jasa Kensultan

71 | 522141 | Beban Sewa

72 | 522151 | Beban Jasa Profesi

73 | 522151 | Pengembalian Beban Jasa Profesi

74 | 522191 | Beban Jasa Lainnya

75 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Banginan

76 | 523119 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

77 | 523121 | Beban Pemeliliaraan Peralatan dan Mesin

78 | 523121 | Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

79 | 523122 | Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan

Pelumas Khusus

80 | 523129 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

81 | 323133 | Beban Pemeliharaan Jaringan

82 | 523199 | Beban Pemeliharaan Lainnya

83 | 524111 | Beban Perjalanan Bilasa

84 | 524111 | Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

85 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Keta

86 | 524113 | Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

87 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Keta
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No | Akum Uraian

Penigembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
88 | 524114 | Dalam Kota

89 | 524119 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting
90 | 524119 | Luar Kota

91 | 524211 | Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

92 | 524211 | Pengembalian Beban FPerjalanan Biasa — Luar Negeri

93 | 524212 | Beban PerjalananTetap — Luar Negeri

94 | 524212 | Pengembalian Beban Perjalanan Tetap — Luar Negeri

95 | 524219 | Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

96 | 525112 | Beban Barang

Behan Tanah Untuk Diserahkan kepada
97 | 526111 | Masyarakat/Pemda

Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada

98 | 526112 | Masyarakat/Pemda

Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan
99 | 526114 | kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada
100 | 526115 | Masyarakat/Pemda

Beban Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk
101 | 526212 | Diserahkan Kepada

Beban Baratg Lainnya Untuk Diserahkan
102 | 526311 | KepadaMasyarakat/Pemda

Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

103 | 573112 | Dalam Bentuk Barang/Jasa

104 | 591111 | Bebamn Penyusutan Peralatan dan Mesin

105 | 591211 | Béban Penyusutar Gedutig dan Bangunan

106 | 591311 | Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan

107 | 591312 | Beban Penyusutan [rigasi

108 | 591313 | Beban Penyusutan Jaringan

109 | 591411 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
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110

592222

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak
Digunakan dalam

111

593111

Beban Persediaan konsumisi

112

593113

Beban Persediaan bahan unituk pemeliharaan

113

293114

Beban Persediaan suku cadang

114

b93122

Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau

diserahikan kepada

115

593124

Bebhan Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual

atau diserahkan kepada

116

593125

Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk

diserahkan kepada

117

098127

Beban Persediaain Aset Lain-Lain antuk diserahkan
kepada Masyarakat

118

593128

Beban Barang Persediaan Lainnya untuk
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

119

593131

Beban Persediaan halian baku

120

593141

Behan Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga

121

593149

Beban Persedizan Lainnya

122

594211

Behan Penyisihan Piutang PNBP

123

594411

Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

294931

Beban Penyisihian Pititang Tidak Tertagih Jangka
Panjang - Tuntutan

595112

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

596111

Beban Kerugian Pelepasail Aset
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BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANS] PENDAPATAN

Pendapatan yang terdapat pada Kementerian Ketenagakerjaan hanya yang
berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP RKementerian Ketenagakerjaan terdiri dari PNBP Umum dan PNBP
Flungsional.

1. Pendapatan PNBP Umtim

A. Latar Belakang

PNBP yang bersifat umum merupakan penerimaan yang tidak berasal
dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan
antara lain seperti sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan jasa
lembaga keuangan (jasa gire), penerimaan kembali persekot/uang
muka gaji, pengembalian kembali belanja tahun lalu, pendapatan
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan lain-lain.
Pendapatan PNBP Umum dikategorikan dalam bagan akun standar
sehagai PNBP Lainnya (MA 423)

B. Pengakuan

Pendapatan PNBP Umum diakni apabila telali timbul hak pemerintah
untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu
realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanva aliran mastk
sumber daya ekonomi.

Pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa sewa gedung dan bangunan
diakui setelah manfaat sewa telah berjalan dan terjadi. Dengan
menggunakan metode pendekatan pendapatan, penyetoran SSBP atau
pembayaran sewa melalui Kas Bendahara Penerimaan diakui sebagai
pendapatan PNBF, Selisih kas yang diterima déengan manfaat sewa yang
telall terjadi diakui sebagal pendapatainn diterima dimiuka sebagai
pengurang pendapatarn:
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Pendapatan denda keterlambatan pekerjaan diakui setelali laporan
akhir dan  surat tagihan dari PPK  diterbitkan  kepada
rekanan / pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian
kerja/perikatan.

Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL
diakui pada saat realisasi kas masuk pada rekening bendahara

penerimaan dan atau SSBP penyetoran ke kas negara.

C. Pengukuran

Pendapatan Bukan Pajak-L.O untuk PNBP diukur dengan menggunakan
tarif neminal dikalikan dengan kuantitas/volume/frekuensinya atau
jumlah nontinal yang tertera dalam kontrak perikatan atau nilai Tupiah

realisasi yang diterima.

D. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan PNBP Umtim disajikan pada Laporan Operasional dan
CaLK. Pendapatan PNBP ini disajikan dengain perbandingan periode
sebelumnya. Mutasi nilai dan informasi relevan lainnya dapat
ditingkapkarn pada CalK.

. Teknis

1. Dokumen Sumber:
a) Perjanjian Kerja
1) Lapeoran Akhir Penyelesaian Pekerjaan
¢) Perjanjian Sewa
d) S8BP

e) Rekening Koran
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Jurnal Pendapatan-Lo
a) Pendapatan dari pemanfaatan BMN
1) Jurnal mencatat penyetoran biaya sewa dimuka sesuai
dengan perjanjian sewa Geédung dan Bangunan ke kas
Negara — Input SSBP pada SAIBA.

Akun Uraian  Debet | Kredit
313121 Diterima dari Entitas XXXX
lain
423141 Pendapatan Sewa XHXK

Tanah, Gedung, dan

Bangunan

2) Jurnal mencatat penyesuaian biaya dibayar dimuka senilai
manfaat sewa vang belum terjadi/belum berjalan pada akhir
periode pelaporan - Diinput secard manunal pada jornal

penyesuaian SATBA.

Akun Urdaian Debet Kredit
423141 Pendapatan Sewa XXXX
Tanah, Gedung, dan
Bangunan
219211 Pendapatan Sewa XXX
diterima Dimuka

b) Pendapatan Jasa Giro
1) Jurnal mencatat mutasi tambah berupa pendapatan jasa giro
bank Rekening Bendahara Pengeluaran (Rekening Non TNP) -

Diinput secara manual pada jurnal penvesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit
111821 Kas Lainnya di KKK
Bendahara
Pengeluaran
423221 Pendapatan Jasa XXX
Lembaga Keuangan

2016, No.
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2) Penyetoran pendapatan jasa giro ke kas negara- Input SSBP

pada aplikasi SAIBA.
Akun Uraian Debet | Kredit
313121 | Diterima dari Entitas Lain XXXX
423221 | Pendapatan Jasa Lembaga KXXK
Kenangan

3) Penyesuaian atas nilai kas lainnya di bendahara pengeluaran
dan jurnal yang telah terbentuk pada SAIBA ketika input
penyetoran pendapatan — Diinput secara manual pada jurnal
penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit

423221 | Pendapatan Jasa Lembaga | XXxX

Keuangan

111821 | Kas Lainnya di Bendahara XXKX

Pengeluaran

¢) Pendapatan Denda
1) Jornal mencatat denda  keterlambatan  penyelesaian
pekerjaan pemerintah - Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian SATBA.

Ak Uraian Debet Kredit
115211 | Piutang PNBP XXXX
423752 | Pendapatan Denda XXKX

Keterlambatan Penyeglesaian

Pekerjaan Pemerintah
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2] Penyetoran pelunasan piutang 4dtas pendapatan denda
keterlambatan ke kas negara sebelum periode laporan -
Input SSBP pada Aplikasi SAIBA.

Akum Uraian Debet Kredit
313121 | Diterima dari Entitas Lain XXXX
423752 | Pendapatan Denda KXKK

Keterlambatan Penyelesaian

Pekerjaan Pemerintah

3) Penyesuaian aftas nilai pelunasan piutang dan jurnal yang
telah terbentuk pada SAIBA ketika input penyetoran
pendapatan - Diinput secara manual pada jornal

penyesuaian SATBA.

Akun Uraian Debet Kredit

423752 | Pendapatan Denda | xxxx
Keterlambatan Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah

115211 | Piutang PNEBP XXKK

d) Pelunasan Tuntirtan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
1) Jurnal atas penetapan TP/TRG berdasarkan
SKTJIM/SKTM /Dokumen penctapan lainnya — Diinput secara

manual pada jurnal penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet Kredit
152111 | Piutang Tagihan Tuntutan XXXK

Perbendaharaan /Tuntutan
CGanti Rugi

423921/ | Pendapatan Penyelésaian XXX
423922 | Tuntntan Ganti Rugi Non
Bendahara/Pendapatan

Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan
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2) Reklasifikasi Bagian Lancar

Perbéendaharaan/Bagian Lancar Tinnitan Gant Rugi pada
akhir periode pelaporan senilai tagihan yang akan jatuh
tempo dalam wakta 12 (duabelas) bulan setelali akhir

periode laporan — Diinput secara manual pada jurnal

penyesuaian neraca SAIBA.

Tuntutan

Perbendaharaan/Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi pada

awal periode pelaperan berikutnya — Diimput secara nranual

pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA.

Akun | Uraian Debet | Kredit

113411/ | Bagian Lancar Tunbitan | Xxxx

115421 | Perhendaharaan/Bagian
Lancar Tuntutan Gant
Rugi

152111 | Piutang Tagihan Turitutan XXKX
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi

3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tuntlitan

115421 Perbendaharaan /Ba_gian
Lancar Tuntutan

Ganti Rugi

Uraian Debet | Kredit
Akun
152111 Piutang Tagihan Tuntutan | xxxx
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
115411/ Bagian Lancar Tuntutan KXKX
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4 Jurnal atas setoran pelunasan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - Input SSBP dengan
MA 42392x pada Aplikasi SAIBA (posting Iangsung
mengurangi nilai Piutang TP/ TGR).

Akun Uraian Debet | Kredit
313121 Diterima dari Entitas Lain | xxxx '
152111 Piutang Tagihan Tuntutan XXKX

Perbendaliaraan/Tuntutan
Ganti Rugi

€) Pendapatan dari Pelunasan/pembayaran Tagihan Penjualan
Kredit

1) Penetapan pemerintalhh atas penjualan kredit (misaloya

penetapan rmah négara golongan tiga) — Input secara

manual pada jurnal penyesuaian SATBA

Akun Uraian Debet | Kredit
151111 Piutang Tagihan Penjualan | xxxx
Angsuran
423121 Pendapatan dari XXXX
Penjuralan Tannaly,
Gedung dan Bangunan

2) Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
pada akhir periode pelaporan senilai tagihan yang aka njatuly
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir
periode laporan — Diinput secara manual pada jurnal
penyesuaian neraca SAIBA

Akun Uraian Debet | Kredit

115311 Bagian Lancar Tagihan | xxxx

Penjualan Angsuran

151111 Piutang Tagihan Penjualan XXXX

Angsurai
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3) Jurnal balik atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran pada awal pericde pelaporan berikutnya — Diinput

secara manual pada jurnal penyesuaian neraca SAIBA .

Akun Uraien Debet | Kredit |
151111 Piutang Tagihan Penjualan | xxxx
Angsuran
113311 Bagian Lancar Tagihan KXXX
Penjualan  Angsuran

4) Pembayaran angsuran/pelunasan Tagihan Penjualan Kredit-
Input §SBP/Potongan SPM Gaji atas akun Pendapatan dari
Penjualan TPA pada SAIBA.

Akun Uraian | Debet | Kredit
313121 Diterima dari Entitas | Xxxx
Lainnya
423121 Pendapatan dari XXXX

Penjualan Tanal, Gedung

dan Bangunan

5) Penyesuaian atas Dberkurangnya nilai Tagihan Penjualan
angsuran dan penyesuaian atas jurnal pembayaran
angsuran/pelunasan — Diinput secara manual padajurnal

penyesuaian SAIBA.

Akun Uraian Debet | Kredit
423121 Pendapatan dari | xxxx
Penjualan Tanali, Gedung

dan Bangunan

151111 Piutang Tagihan XXXX

Penjualan Angsuran




